BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1708, 2018 KEMEN-LHK. Adipura. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P. 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota
yang bersih, teduh dan berkelanjutan, perlu
dilaksanakan program Adipura di kabupaten/kota;

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2016 sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan penilaian kinerja Pemerintah Daerah
sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
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-2

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar
Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

www.peraturan.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

2018, No.1708

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran
Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan
Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5347);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 804);

Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan
Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan
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Menetapkan
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Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1049);

15. Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup dan
Kehutanan Nomor Nomor P. 18/Menlhk-1I/2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/
Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1049), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran udara
dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan
pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di

setiap kota.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Dalam hal hasil penggabungan penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

menunjukan:
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a. nilai total < 73 (kurang dari tujuh puluh tiga),
untuk semua  kategori  kabupaten/kota;
dan/atau

b. nilai TPA <71 (kurang dari tujuh puluh satu),

kabupaten/kota tidak dapat diusulkan untuk

mendapatkan penghargaan Adipura.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf bdapat diubah dengan
memperhatikan peningkatan kinerja lingkungan
pemerintah daerah dalam periode 3 (tiga) tahun
pelaksanaan Program Adipura.

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57
ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
(1) Menteri menetapkan peraih penghargaan Adipura
dan jenis penghargaan Adipura berdasarkan hasil
pemeringkatan akhir.
(2) Jenis penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. Adipura Kencana;
b. Adipura;
c. Sertifikat Adipura; dan
d. Plakat Adipura.

4. Judul paragraf 2 Adipura Paripurna diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Adipura Kencana
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